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PRAKATA 

حِيْمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ للّه

ِ الْعلَمَِيْنَ. وَالصَّلَ الَ ِ رَبه حَمْدُ لِلَّّ ۃْْ دٍ وَعَلَى الَِهِ وَاصَْحَبِهِ اجَْمَعِينَ.   وَلسَّلمَُ عَلَى سَيهدِِنَا مُحَمَّ ُْ

 ()اما بعد
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PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Penulisan Transliterasi Arab Latin pada Penelitian Skripsi ini mengacu 

pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987. 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 - - Alif ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡa’ Ṡ Es dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ Ha dengan titik di bawah ح

 Kha’ Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet dengan titik di atas ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Ṣad Ṣ Es dengan titik di bawah ص

 Ḍaḍ Ḍ De dengan titik di bawah ض

 Ṭa Ṭ Te dengan titik di bawah ط

 Ẓa Ẓ Zet dengan titik di bawah ظ

 Ain ‘ Koma terbalik atas‘ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Fa ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong, vokal bahasa arab 

yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A اَ 

 Kasrah I I اِ 

 Ḍammah U U اُ 

 

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah dan ya AI A dan I يَ 

 Fatḥah dan wau AU A dan U وَ 

 

 

Contoh: 

 kaifa :كَيْفَا

 haula :هوْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa transliterasinya 

berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ا…│ ՜ى ՜ … 
Fatḥah dan Alif 

atau ya 
Ᾱ 

A dengan garis di 

atas 

ي ِْ  Kasrah dan ya ῑ 
I dengan garis di 

atas 

و ُْ  Ḍammah dan wau Ū 
U dengan garis di 

atas 

 

Garis datar di atas huruf a, i, dan u bisa juga diganti dengan garis lengkung 

seperti huruf v yang terbalik menjadi â, î, dan û. Model ini sudah dibakukan 

dalam font semua sistem operasi. 

Contoh: 

 mâta :مَتَ 

 ramâ :رَمَي
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 yamûtu :يمَُوْتُ 

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu ta marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat Fatḥah, Kasrah, Ḍammah transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya. 

Kalau kata yang terakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbūṭah itu ditransliterasi kandungan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-atfāl :رَوْضَةُ الاطَْفَلِ 

 ُ  al-madῑnah al-fāḍilah :آلْمَدِيْنَةُ آلْفَضِاۃَ

مَةُ آلْحِكْ  : al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tasydîd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

          rabbanā :رَبَّنَا

يْنَا  najjaῑnā :نَجَّ

 al-ḥaqq :آلْحَق  

 al-ḥajj :آلْحَج  



 
 

xiii 
 

مُ   nu’ima :نعُهِ

 aduwwun‘ :عَدوُ  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 

Contoh:  

 ali (bukan ‘aly atau ‘aliyy)‘ :عَلِيْ 

 arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)‘ :عَرَبيِْ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa 

al- baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 Al-syamsu (bukan asy-syamsu) :آلشَّمْسُ 

لْزَلةَُ    Al-zalzalah :آلزَّ

 Al-falsafah :آلْفَلْسَفةَُ 

 Al-bilādu :آلْبِلدَُ 
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’mūna :تأَمُرُوْنَ 

 ’al-nau :آلْنوَْءُ 

 syai’un :شَيْء  

 umirtu :امُِرْتُ 

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat 

yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah atau kalimat yang sudah 

lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering 

ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, 

misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’ān), Sunnah, khusus, dan umum. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fῑ Ẓilāl al-Qurān 

Al-Sunnah qabl al-tadwῑn 
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Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

 

9. Lafẓ al-Jalālah ( ّٰالل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 dῑnullāh :دِيْناُاٰللِّ 

 billāh :بِااٰللِّ 

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasikan dengan huruf [t]. 

Contoh: 

 hum fi raḥmatillāh :هُمْفِيْرَحْمَةِاٰللِّ 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps) dalam 

transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital 

misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, 

dan huruf pertama dalam permulaan kalimat). 
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Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika 

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Syahru Ramaḍān al-lażῑ unzila fih al-Qur’ān 

Naṣῑr al-Dῑn al-Ṭūsῑ 

Abū Naṣr al-Farābῑ 

Al-Gazālῑ 

Al-munqiż min al-Ḍalāl 

B. Daftar   Singkatan  

Beberapa singkatan yang akan dibekukan adalah: 

SWT  : Subhanahu wa ta ‘ala 

SAW  : Sallallahu ‘alaihi wa sallam 

Q. S  : Quran Surah 

H R  : Hadis Riwayat 

BPRS  : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
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ABSTRAK 

 

Dewi Savitri, 2023, “Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran 

Pembiayaan,: Studi Kasus PT. BPRS Dana Moneter Cabang 

Palopo”, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh H. 

Firman Muh. Arif dan Mukhtaram Ayyubi. 

 

Skripsi ini membahas tentang penerapan denda keterlambatan pembayaran 

angsuran pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter cabang palopo. Penelitian ini 

bertujuan: untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan denda keterlambatan 

pembayaran angsuran pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter cabang palopo.dan 

Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan denda yang 

dilaksanakan oleh PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan 

metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan empiris dan yuridis. Informan atau subjek dalam 

penelitian ini yaitu pimpinan kantor cabang beserta karyawan di PT. BPRS Dana 

Moneter cabang palopo. Adapun sumber data yang digunakan, yaitu data primer 

dan sekunder. pengumpulan datanya menggunakan alat bantu seperti handphone, 

buku catatan, panduan wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data 

menggunakan tiga tahap yaitu. Observasi (pengamatan), wawancara, dan 

dokumentasi serta di analisis dengan Teknik reduksi data (data reduction), 

paparan data, dan penarikan kesimpulan. pemeriksaan datanya menggunakan 

bahan referensi yang cukup.  

Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa:1) praktik penerapan denda 

terhadap debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran 

pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter cabang palopo ialah, Hasil yang peneliti 

dapatkan dari lapangan dan informan, Bahwa penerapan denda yang dilakukan 

oleh PT. BPRS Dana Moneter hanya kepada nasabah yang mampu namun sengaja 

menunda  pembayaran, tetapi pada faktanya pihak PT. BPRS Dana Moneter tidak 

memasukkan biaya tambahan pada angsuran nasabah, karena denda yang 

dimaksudkan disini hanya digunakan untuk mengancam nasabah, tetapi tidak  

pada biaya tambahan angsuran nasabah. Hal ini diperkuat berdasarkan fatwa 

DSN-MUI (nomor 17/DSN-MUI/IX/2000). Tentang diperbolehkannya denda 

pada Bank Syariah. 2) perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan 

denda di PT. BPRS Dana Moneter cabang palopo yaitu, Berdasarkan Buku 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sanksi dapat dikenakan  kepada seseorang 

yang ingkar janji, dan karena Kesalahanya seperti pada pasal 36 dan dapat 

dijatuhkan sanksi seperti dalam Pasal 38, namun pada fakta yang ada di lapangan, 

penerapan denda hanya ditujukan kepada nasabah yang bermasalah ataupun yang 

mampu membayar tetapi dengan sengaja menunda pembayaran, dan denda yang 

dimaksudkan ini hanyalah sebagai ancaman, agar nasabah bisa mendapatkan efek 

jera dalam menunda-nunda pembayaran. 

Kata Kunci: Denda Keterlambatan, pembayaran angsuran 
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ABSTRACT 

 

Dewi Savitri, 2023, "Application of Late Payment Penalty for Financing 

Installments: Case Study of PT. BPRS Palopo Branch Monetary 

Fund", Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of 

Sharia, Palopo State Islamic Institute, Supervised by H. Firman 

Muh. Arif and Mukhtaram Ayyubi. 

 

This thesis discusses the application of late payment penalties for 

financing installments at PT. BPRS Monetary Fund palopo branch. This research 

aims: to find out how the practice of applying late payment fines in financing 

installments at PT. BPRS Monetary Fund palopo branch.and What is the 

perspective of Sharia Economic Law on the application of fines implemented by 

PT. BPRS Palopo Branch Monetary Fund. 

This type of research is empirical research using qualitative data analysis 

methods and is presented in descriptive form using empirical and juridical 

approaches. The informants or subjects in this study are branch office leaders and 

employees at PT. BPRS Monetary Fund palopo branch. The data sources used, 

namely primary and secondary data. Data collection uses tools such as mobile 

phones, notebooks, interview guides, and documentation. The data collection 

technique uses three stages, namely. Observation, interviews, and documentation 

as well as analysis with data reduction techniques, data exposure, and conclusions. 

Examination of the data using sufficient reference materials.  

From the results of this study shows that: 1) the practice of applying fines 

to debtors who experience late payment of financing installments at PT. BPRS 

Dana Monetary palo po branchis, The results obtained by researchers from the 

field and informants, that the application of fines carried out by PT. BPRS 

Monetary Fund is only for customers who can afford but deliberately delay 

payment, but in fact PT. BPRS Dana Monetary does not include additional fees in 

customer installments, because the fines referred to here are only used to threaten 

customers, but not in additional costs for customer installments. This is reinforced 

based on the fatwa of DSN-MUI (number 17/DSN-MUI/IX/2000). About the 

permissibility of fines at Sharia Banks. 2) the  perspective  of Hukum ESharia 

economy on the application of fines at PT. BPRS Dana Moneter palopo branch, 

namely, Based on the Compilation Book of Sharia Economic Law, sanctions can be 

imposed on someone who breaks a promise, and because of his mistake as in 

article 36 and sanctions can be imposed as in article 38, but in the facts on the 

ground, the application of fines is only aimed at customers who have problems or 

who are able to pay but deliberately delay payment, And the intended fine is only 

as a threat, so that customers can get a deterrent effect in delaying payments. 

Keywords: Late Penalty, installment payment
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter atau yang sering 

disingkat BPRS Dana Moneter adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan 

dan deposito berjangka) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan. 

Ketika bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat 

dan pembiayaan berjalan lancar, maka pada saat itu bank akan 

diuntungkan, namun sebaliknya, ketika debitur mengalami gagal bayar 

dalam pembayaran angsuran pembiayaan, maka mengakibatkan kerugian 

bagi bank syariah tersebut. 

Kegagalan pembayaran disebabkan oleh sikap debitur yang tidak 

bertanggung jawab untuk membayar angsuran tepat waktu sesuai 

kesepakatan yang disepakati di awal. Selain itu, ada juga kondisi debitur 

yang benar-benar menghadapi kesulitan keuangan dan gagal membayar 

cicilan tepat waktu.1 

Sehingga dampak kegagalan pembayaran akan menimbulkan 

problematika pembiayaan bagi bank syariah, antara lain: 2 

                                                           
1 Nor Azzah Kamri Fadillah Mansor. Aplikasi Konsep  al-Murâbahah  dalam  Penawaran 

Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia. API UM. Kuala Lumpur, hal. 138 lihat juga 

Nur Kholis. Urgensi Ijtihad. Akademik dalam  Menjawab  Problematika  Muamalah  

Kontemporer,  Al- Mawarid Edisi XIV. (2005), hal. 191 
2Zainal Mutakin, https://www.zainalmutakin.com/2015/02/dampak-pembiay 
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Likuiditas, sangat penting bagi setiap bank; Jika utang atau 

liabilitas meningkat, maka bank perlu berupaya meningkatkan sisi aset 

lancar, antara lain dengan meningkatkan kas melalui penerimaan 

pembiayaan jatuh tempo. Dampak lainnya berpengaruh pada Solvabilitas, 

merupakan kesanggupan untuk membayar semua utang dari aktiva yang 

dimilikinya. Utang yang dimaksudkan disini adalah utang bank kepada 

pihak ketiga, tidak termasuk utang kepada pemegang saham. Rentabilitas, 

yaitu kemampuan bank untuk menghasilkan dalam bentuk bagi hasil. Jika 

pembiayaannya lancar, bank akan mendapatkan penghasilan dengan 

lancar juga. 

Dampak lainnya adalah penyediaan dana, Dana yang tersedia 

berkurang, dengan kata lain, dan peluang debitur lain untuk mendapatkan 

pembiayaan menurun. Adanya pembiayaan bermasalah menyebabkan 

kerugian bank, yang sangat mempengaruhi neraca bank. Sehingga ketika 

kerugian bank besar maka akan terjadi risiko Liquidasi yang 

mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban pembiayaannya 

yang telah jatuh tempo. Dalam mencegah terjadinya risiko pembiayaan 

yang disebabkan oleh kegagalan pembayaran (default payment), Bank 

Syariah.  
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Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) (nomor 17/DSN-MUI/IX/2000) memberikan 

sanksi kepada nasabah yang menunda pembayaran. Dalam fatwa ini 

disebutkan bahwa:3 

1. Sanksi yang dimaksud dalam fatwa ini adalah sanksi yang dijatuhkan 

LKS kepada pelanggan yang mampu membayar namun sengaja 

menunda pembayaran. 

2. Pelanggan yang tidak atau belum mampu membayar karena force 

majeure tidak boleh dikenakan sanksi. 

3.  Nasabah yang mampu menunda pembayaran dan/atau tidak memiliki 

kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya dapat dikenakan 

sanksi. 

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zîr, yaitu bertujuan agar nasabah 

lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 

5. Sanksi dapat berupa denda, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan 

perjanjian dan dibuat ketika kontrak ditandatangani. 

6. Dana yang berasal dari denda dimaksudkan sebagai dana sosial. 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI di atas, telah ditekankan bahwa 

penerapan denda pada bank syariah diperbolehkan, namun dalam hal 

penerapannya bukan perkara mudah, selain harus dicantumkan dalam 

klausul kontrak atau perjanjian, bank syariah juga harus memiliki aturan 

dan batasan yang jelas dan ketat terhadap debitur yang mampu namun tidak 

                                                           
3 Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 

tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran 
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mau membayar, serta debitur yang memang tidak mampu tetapi memiliki 

kemauan untuk membayar. Denda dikenakan hanya terhadap debitur yang 

mampu membayar tetapi tidak memiliki kemauan untuk membayar, 

sehingga hal ini bertujuan untuk mengedukasi kedisiplinan debitur dalam 

melaksanakan kewajibannya. Sementara itu, bagi debitur yang tidak 

mampu membayarnya karena force majeure, seharusnya tidak dikenakan 

denda atau sanksi; bahkan bank syariah harus memberikan kelonggaran 

kepada debitur sampai mereka mampu melakukan atau memenuhi 

kewajibannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 

ayat 280: 

 

لَّكُمْ وَاِنْ كَانَ ذوُْ عُسْرَۃٍ فنَظَِرَۃ  الِٰى مَيْسَرَۃٍ ۗ وَانَْ تصََدَّقوُْا خَيْر  

 اِنْ كُنْتمُْ تعَْلمَُوْنَ 

 

Terjemahanya: 

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah 

tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu 

menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” 4 
 

Berdasarkan penafsiran dari ayat diatas, Apabila ada seseorang 

berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila 

membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. 

Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi 

memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. “Siapa 

yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang berada dalam 

                                                           
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Surabaya: Al-Baqarah 280) 
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kesulitan, atau membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan dilindungi 

Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan-Nya (hari 

kiamat)” (HR. Imam Musli). 

Yang menangguhkan itu, pinjaman dinilai sebagai qard hasan, yakni 

pinjaman yang baik. Setiap detik ia menangguhkan dan menahan diri 

untuk tidak menagih, setiap saat itu. “siapakah yang mau meminjamkan 

kepada Allah qard hasan (pinjaman yang baik), maka Allah akan 

melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan 

memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadid [57]:11).5 

Ia melipatgandakan, Ketika itu yang meminjamkan mengharap 

pinjamanya Kembali, tetapi tertunda, dan diterimanya penundaan itu 

dengan sabra dan lapang dada. Ini berbeda dengan sedekah, yang sejak 

semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan dada 

dan kesabaran menunggu itulah yang dianugerahi ganjaran setiap saat oleh 

Allah sehingga pinjaman itu berlipat ganda. Yang lebih baik dari 

meminjamkan adalah menyedekahkan Sebagian atau semua hutang itu. 

Kalu demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut lebih baik, maka 

bergegaslah meringankan yang berhutang atau membebaskan dari hutang. 

Bank Syariah dapat mengetahui apakah debitur mampu atau tidak 

melalui hubungan kemitraan antara bank dengan debitur. Bank syariah 

dapat mengetahui situasi debitur yang sebenarnya dengan berinteraksi 

                                                           
5 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, hal.599  
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dengan mereka, melakukan kunjungan silaturahmi, dan menciptakan 

suasana keterbukaan. 

BPRS Dana Moneter Cabang Palopo menerapkan denda kepada 

debiturnya yang terlambat atau tidak membayar angsuran kepada bank pada 

tanggal jatuh tempo. Denda yang dikenakan berlaku setiap hari setelah 

tanggal jatuh tempo. Artinya, ketika nasabah terlambat 1 hari, baik karena 

nasabah sengaja melalaikan kewajibannya atau karena nasabah dalam 

keadaan tidak mampu membayar angsuran pada bulan tersebut, maka pihak 

bank memberikan sanksi berupa denda. Besaran denda yang ditetapkan 

oleh BPRS Syariah Dana Moneter adalah Rp.0,00069. Dari jumlah 

angsuran bulanan. Jumlah denda ini tetap dan tidak berubah. Denda sebesar 

Rp.0,00069 ini dikalikan dengan hari keterlambatan debitur. Ketika debitur 

terlambat membayar angsuran selama 10 hari, maka besaran angsuran per 

bulan dikalikan dengan jumlah denda dan dikalikan dengan keterlambatan 

10 hari. Pelanggan kemudian harus membayar jumlah kelipatan ditambah 

cicilan bulanan.6 

Denda yang diterapkan di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo 

dikenakan kepada semua debitur yang terlambat atau tidak membayar 

angsuran saat jatuh tempo. Sebab, sistem yang ada di BPRS Dana Moneter 

tidak memisahkan debitur yang bisa didenda dari mereka yang tidak bisa 

didenda. Jika bank memilah debitur satu persatu maka tidak akan bisa 

                                                           
6 Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Dana Moneter Bapak Sukri Wahid Jum’at tanggal 01 

Desember 2022 di kantor BPRS Dana Moneter cabang Palopo 
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berjalan maksimal, mengingat banyaknya debitur pembiayaan di bank 

tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan 

Denda Keterlambatan Angsuran Pembiayaan di BPRS Dana Moneter 

Cabang Palopo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktik penerapan denda terhadap debitur yang mengalami 

keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan yang diterapkan di 

PT. BPR Syariah Dana Moneter cabang Palopo? 

2. Bagaimana perspektif Hukum ekonomi syariah terhadap penerapan 

denda di PT. BPR Syariah Dana Moneter cabang Palopo? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan denda terhadap debitur 

yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan yang 

diterapkan di PT. BPR Syariah Dana Moneter? 

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

terhadap penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran 

pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo. 

D. Manfaat Penelitian  
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Manfaat yang diharapkan penelitian ini, baik secara teoritis 

maupun secara praktis, adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan 

memperluas wawasan pengetahuan dalam dunia akademik sebagai 

ilmu/teori pendukung bagi peneliti yang lain dalam melakukan 

pembahasan mengenai penelitian yang sejenis. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan menambah 

literatur bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mendalam 

tentang tinjauan hukum islam penerapan denda dan perhitungan denda 

yang diterapkan oleh BPR Syariah Dana Moneter cabang palopo. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu merupakan sumber hasil penelitian masa lalu 

yang akan diusahakan. Sebagai bahan pertimbangan dan sebagai 

pendukung, penulisan melakukan penelitian sebelumnya guna 

memberikan kejelasan informasi yang telah diteliti. Berikut ini penelitian 

terdahulu yang relevan mengenai Penerapan Denda Keterlambatan 

Angsuran Pembiayaan di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo: 

1. Penelitian pertama dengan judul, “Penerapan Sanksi Denda Pada Akad 

Murabahah di Bank Syariah Mandiri.”7 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama 

terhadap penerapan sanksi denda bagi nasabah wanprestasi pada akad 

murabahah, serta mengetahui konsep dan ketentuan sanksi denda yang 

ditetapkan oleh regulator yang mengatur bank syariah di Indonesia. Dan 

untuk mengetahui penerapan sanksi denda pada akad murabahah di Bank 

syariah Mandiri. 

2. Penelitian kedua dengan judul, “Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan 

Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.17 di BPRS Dana 

                                                           
7 M.Rif’at Hanin Hidayat. Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah 

Mandiri. (Skripsi :Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta .2017) 
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Mulia Surakarta”. Penelitian ini menjelaskan tentang denda dalam akad 

murabahah dalam pandangan Fatwa DSN-MUI No.17.8 

3. Penelitian ketiga dengan judul, “Analisis Penerapan Biaya Atas 

Keterlambatan Pembayaran Atau Denda Dalam Pembiayaan al-Murabahah 

pada Perbankan Syariah”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

penerapan biaya atau denda atas keterlambatan pembayaran angsuran 

dalam pembiayaan al murabahah pada perbankan syariah.9 

 

   Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti/Tahun 

Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

 

1 M.Rif’at Hanin 

Hidayat/2017 

Penerapan Sanksi Denda 

Pada Akad Murabahah 

Di Bank Syariah Mandiri 

Bank Syariah 

Mandiri menerapkan 

sanksi denda berupa 

ta’zir yang jumlahnya 

sudah ditentukan di 

awal kontrak sebesar 

0,00069 yang 

merupakan kewajiban 

debitur untuk 

membayar diluar dari 

angsurannya ketika 

terjadi keterlambatan 

pembayaran. 

Sama-sama Meneliti 

penerapan denda pada 

Bank Syariah 

1. Objek penelitian 

ini hanya sebatas 

pada akad 

Murabahah saja, 

sedangkan pada 

penelitian penulis 

mencoba 

membahas apakah 

sanksi denda 

diterapkan pada 

semua akad. 

2. Tempat dan waktu 

penelitian di Bank 

Syariah Mandiri 

sedangkan penulis 

di Bank BPR 

Syariah Dana 

Moneter Cabang 

Palopo. 

2 Sri 

Mulyani/2017 

Penerapan Denda Pada 

Akad Pembiayaan 

Murabahah Dalam 

Berdasarkan 

penerapan denda 

pada pembiayaan 

Sama-sama meneliti 

penerapan denda di 

Bank Syariah 

Meneliti denda hanya 

pada akad 

murabahah. 

                                                           
8 Sri Mulyani. Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa 

DSN-MUI No.17 di BPRS Dana Mulia Surakarta.(Skripsi:Institute.Surakarta.2017) 
9 Teuku Arie Azhari. Analisis Penerapan Biaya Atas Keterlambatan Pembayaran Atau Denda 

DAlam Pembiayaan al Murabahah Pada Perbankan Syariah.(Jurnal:Universitas Sebelas Maret. 

Surakarta.2018) 
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Perspektif Fatwa DSN-

MUI No.17 di BPRS 

Dana Mulia Surakarta 

Murabahah di BPRS 

Dana Mulia Surakarta 

sudah sesuai dengan 

fatwa DSN 

No.17/DSN-

MUI/2000. 

Penerapan denda 

diterapkan pada 

debitur yang mampu 

membayar dan tidak 

memiliki itikad baik. 

3 Teuku Arie 

Azhari/2018 

Analisis Penerapan 

Biaya Atas 

Keterlambatan 

Pembayaran Atau Denda 

Dalam Pembiayaan al-

Murabahah pada 

Perbankan Syariah 

Hasil penelitian ini, 

bahwa penentuan 

denda kepada debitur 

dalam pembiayaan al 

murabahah ini 

diperbolehkan, baik 

bagi debitur yang 

mampu maupun 

debitur yang tidak 

mampu. Kedua, 

penentuan besaran 

denda sebesar 

0,00069%. 

Penelitian dilakukan 

sama-sama pada bank 

syariah. 

Penelitian hanya 

dilakukan pada akad 

murabahah saja. 

 

B. Deskripsi Teori  

Deskripsi teori dalam penelitian merupakan fungsi teori untuk 

menjelaskan variable-variabel yang diteliti, melalui definisi, dan uraian 

yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi. Sehingga ruang 

lingkup, kedudukan dan prediksi hubungan antar variabel yang akan 

diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Berikut ini merupakan deskripsi 

teori dari penelitian yang dilakukan: 

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang melakukan 

kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 
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3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam hal ini 

disebut BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 1 angka 4 undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang 

perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998.yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

Syariah.10 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Moneter 

Cabang Palopo adalah salah satu bentuk perbankan syariah yang berperan 

sebagai Lembaga intermediasi yang setiap kegiatanya berdasarkan pada 

prinsip-prinsip syariah. BPRS Dana Moneter lebih mengutamakan 

pembiayaan bagi UMKM. Serta BPRS Dana Moneter beroperasi di 

kabupaten, yang dimana pada daerah tersebut masih banyak masyarakat 

yang membutuhkan pembiayaan. Sehingga dapat memberikan pelayanan 

dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat. 

1. Pembiayaan BPR Syariah Dana Moneter 

a. Pengertian Pembiayaan 

BPRS Dana Moneter dalam menjalankan kegiatan usahanya, 

melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip Syariah 

adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara Perusahaan 

dengan pihak lain untuk melakukan pembiayaan sesuai dengan syariah. 

Sesuai dengan amanat UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang 

                                                           
10Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3/POJK.03/2016.tentang Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah. 
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direvisi menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 

No.12 yang bunyinya, “Pembiayaan yang berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Sedangkan pembiayaan 

menurut pasal 1 angka 25 Undang-undang Perbankan Syariah adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang berupa: 

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah 

2) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan 

isthisna 

3) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh 

4) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multi jasa  

 Selama ini, pembiayaan disalurkan dalam dua sistem pembayaran, 

yaitu jangka Panjang dan pembayaran jangka pendek. Maka pihak BPRS 

Dana Moneter harus lebih jeli dalam memperhatikan penetapan margin, 

ujrah maupun nisbah bagi hasil karena keputusan tersebut menyangkut 

pengeluaran dana sekarang dengan harapan untuk dapat memperoleh 

pendapatan di waktu mendatang. Dalam setiap transaksi untuk 

mendapatkan keuntungan selalu muncul potensi adanya risiko kerugian 

yang akan timbul apabila target keuntungan pembiayaan tersebut tidak 

sesuai dengan yang direncanakan dan yang diinginkan. 
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Risiko dalam konteks pembiayaan perbankan Syariah memang 

merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan 

(anticipated) maupun yang tidak dapat diprediksikan (un-anticipated) 

yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Untuk 

pembiayaan yang berpotensi terjadi NPF tersebut, Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Dana Moneter harus melakukan penilaian terhadap 

prosedur dan kualitas pembiayaan. Selanjut nya Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Dana Moneter melakukan pengukuran potensi risiko.penilaian 

kualitas pembiayaan pada bank Syariah harus sesuai dengan penilaian 

kolektibilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. 

Untuk setiap resiko yang muncul tersebut, Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah dapat melakukan beberapa klasifikasi yang lebih detail 

terhadap aktiva yang dimilikinya sesuai dengan pengelompokan yang 

dibuat oleh Bank Indonesia. Klasifikasi pokok sebagai ukuran kualitas 

investasi Bank Syariah adalah kolektibilitasnya yaitu apakah pembiayaan 

yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tergolong Lancar 

(pass), Dalam Perhatian Khusus (special mention), Kurang Lancar 

(substandard), Diragukan (doubtfull), Macet (loss).11 

2. Akad Pembiayaan 

a. Pembiayaan jual beli dilakukan dengan akad: 

1). Al Murabahah 

                                                           
11 Antonio,Muhammad. Syafii. Islamic Banking: Bank Syariah dari Teori Ke Praktek. Jakarta, 

Gema Insani, 2001, hlm 171-173. 
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Murabahah merupakan transaksi jual beli suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan 

kemudian pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba 

(margin) sesuai dengan kesepakatan para pihak. 

2). Salam 

Merupakan transaksi jual beli suatu barang dengan cara 

melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan kriteria tertentu dan 

untuk pembayarannya dilakukan di awal secara penuh. 

3). Istishna’ 

Merupakan transaksi jual beli suatu barang dengan pemesanan 

terlebih dahulu dengan kriteria tertentu dan untuk pembayarannya 

disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. 

b. Pembiayaan investasi dilakukan dengan menggunakan akad: 

1). Mudharabah 

Merupakan akad kerjasama antara dua pihak dalam suatu 

usaha, di mana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh 

modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) bertindak sebagai 

pengelola, dan untuk keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan para pihak. 

2). Musyarakah 

Merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak atau 

lebih untuk suatu usaha, dimana masing-masing pihak memberikan 
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kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko 

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan parak pihak. 

3). Mudharabah Musytarakah 

Merupakan akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha, di mana kedua pihak tersebut turut menyertakan 

modal dan untuk keuntungan serta risiko anakn ditangung bersama 

sesuai dengan kesepakatan para pihak. 

4). Musyarakah Mutanaqisah 

Merupakan musyarakah atau syirkah dimana kepemilikan aset atau 

modal salah satu pihak (syarik) berkurang karena pembelian porsi 

kepemilikan secara bertahap oleh pihak lainnya. 

c. Pembiayaan jasa dilakukan dengan menggunakan akad: 

1). Ijarah 

Merupakan transaksi pemindahan manfaat suatu barang dalam 

jangka waktu ertentu disertai pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan akan barang tersebut. 

2). Ijarah Muntahiyah Bittamlik 

Merupakan transaksi ijarah yang disertai dengan janji pemindahan 

kepemilikan (wa’d) setelah masa ijarah selesai. 

3). Hawalah atau Hiwalah bil Ujrah 

Merupakan transaksi pengalihan utang dari satu pihak yang 

berutang kepada pihak lain yang wajib menganggung pembayaran 
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utangnya. Hawalah bil Ujrah merupakan hawalah dengan pengenaan 

imbal jasa (ujroh). 

4). Wakalah atau Wakalah bil Ujrah 

Merupakan pemberian kuasa dari pihak pertama kepada pihak 

kedua dalam hal yang boleh diwakilkan apabila kuasa itu telah 

dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan 

tanggungjawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya 

menjadi pihak pertama kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. 

Adapun Wakalah bil Ujrah merupakan transaksi wakalah dengan 

pengenaan imbal jasa (ujroh). 

5). Kafalah atau Kafalah bil Ujroh 

Transaksi jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafii) kepada 

pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung (makfuul anhu). Adapun Kafalah bil ujrah adalah transaksi 

kafalah dengan pengenaan imbal jasa (ujrah). Penggunaan akad ini 

tidak bisa berdiri sendiri. 

6). Ju’alah 

Merupakan janji atau komitmen untuk memberikan imbalan 

tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. 

Penggunaan akad Ju’alah harus dibarengi dengan akad yang lain 

(tidak dapat berdiri sendiri). 

7). Qardh 
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Merupakan transaksi pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa 

imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok 

pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. 

Penggunaaan akad ini tidak dapat berdiri sendiri harus dibarengi 

dengan akad lain. 

3. Konsep Denda 

a. Pengertian Denda 

Denda menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena 

melanggar aturan undang-undang dan sebagainya.12  

Istilah Arab untuk denda adalah gharamah. Secara bahasa artinya 

denda. Denda berasal dari kata kufr yang artinya denda yang wajib 

ditunaikan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa, yang bertujuan 

menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang 

diperbuat baik di dunia maupun di akhirat. Kafarat merupakan salah 

satu hukuman yang dipaparkan secara terperinci dalam syari’at 

Islam.13 

Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah perihal 

sanksi denda yang diatur oleh DSN-MUI dalam fatwanya dan OJK 

dalam standarnya. Sanksi denda hanya boleh diterapkan bagi nasabah 

                                                           
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi VI, DEPDIKNAS, 2012 
13 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka) lihat pada 

Halimah pada skripsinya yang berjudul Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit 

Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/ 2006 tentang Syariah Card) 

Mahasiswa Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 

Semarang 
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yang mampu, namun dengan sengaja menunda pembayaran 

kewajibannya.14 

نَنْ أَ عَ كٍ حَدَّثنَاَ يحَْيىَ بْنُ يحَْيىَ قاَلَ قرََأتُْ عَلىَ مَالِ    ادِ عَنْ الْْعَْرَجِ بيِ الزهِ

ُ  عَنْ أبَيِ ِ صَلَّى اللَّّ ِ ظُلْم  قاَلَ مَطْلُ الْغنَِ  وَسَلَّمَ  ليَْهِ عَ  هُرَيْرَۃَ أنََّ رَسُولَ اللَّّ يه

 .مسلم( واهوَإِذاَ أتُبْعَِ أحََدكُُمْ عَلىَ مَلِيءٍ فلَْيَتبْعَْ. )ر

 

Terjemahan 

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya baca di 
hadapan Malik; dari Abu Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mengulur-ulur waktu 
pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman, dan jika piutang 
salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah”. 
(HR. Muslim).15 

 

 Membolehkan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda 

pembayaran diberikan sanksi. Bahkan Ahl al-Zhahir (madzhab Zhahiri) 

berdasarkan tekstualitas nash mewajibkan kepada nasabah yang mampu untuk 

melunasi kewajiban hutangnya. Artinya, jika tidak dilunasi maka ia harus 

dikenakan sanksi.16 

 Madzhab Maliki membolehkan kepada nasabah yang mampu mengganti 

sanksi pidana dengan denda kerugian perdata. Dasar pandangan ini adalah bahwa 

denda kerugian perdata yang dibayarkan nasabah itu dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan sosial, bukan untuk dibayarkan kepada bank (kreditur). Syekh 

                                                           
14 Salam Maryadi, Kamus Haji Dan Umrah, (Jakarta: Kubah Hijau, 2007), hal. 65 

 
 
15 Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, Kitab. Al-Musaaqah, 

Juz. 2, No. 1564, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M),  h. 33. 

16Muhammad bin Ismail al-Kahlani, al-Shan’ani, Subul al-Salam, Juz ke 3, (Bandung: Dahlan 

Thaba’ ‘ala Nafaqah, tt.), hal. 61 4 
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Abdullah bin al-Mani’ juga berpandangan boleh dengan mensyaratkan kepada 

nasabah yang mampu itu melalui proses pengadilan. Sementara Shadiq 

Muhammad al-Amin melarang mensyaratkan yang demikian kepada nasabah, 

tetapi ia mempunyai hak untuk kompromi mencari kesepakatan mengganti 

kerugian keuntungan kreditur sesuai dengan ketentuan perdata Islam. Dan sanksi 

terhadap nasabah yang mampu itu harus dipermudah berdasarkan zhahirnya nash 

hadits Nabi yang shahih.17 

 Berbeda dengan al-Amin, Ibn Farhun mengatakan bahwa orang yang 

melalaikan kewajibannya itu berdosa (dikenakan sanksi) hingga ia membayar 

utang apa yang diwajibkan kepadanya.  Dengan demikian ketepatan pembayaran 

menjadi unsur pokok baginya, dan tidak jarang dengan keterlambatan pembayaran 

dapat mengakibatkan kerugian. Karena Itu, menurut Zarqa’ perlu dipikirkan 

penggantian atas kerugian yang dibebankan kepada kreditur.18 

 pertimbangan moral keagamaan yang menjadi nilai-nilai dasar dan asas-

asas umum syariah dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi saw. yang 

menekankan keadilan, ihsan, amanah, jujur, larangan memakan harta sesama 

secara batil, larangan menimbulkan kerugian, larangan berbuat zalim, dan 

larangan menunda-nunda pembayaran utang. Menurut Zarqa’ yang disebutkan 

terakhir ini, yakni penundaan penunaian hak kepada pemiliknya secara sengaja 

dan tanpa ada alasan syara’ adalah suatu kezhaliman yang dilarang oleh nilai-nilai 

dasar dan asas-asas syariah. Tindakan tersebut jelas merugikan pemilik hak karena 

                                                           
17Al-Shan’ani, Subul al-Salam...hal. 61 lihat pada Maimun Sanksi terhadap Debitur 

Pengemplang...hal. 5 
18 Al-Shan’ani, Subul al-Salam…hal. 61 seperti dikutip oleh Maimun, Sanksi terhadap Debitur 

Pengemplang...hal. 5 
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ia terhalang untuk menikmati manfaat harta kekayaannya selama penundaan 

tersebut. Membiarkan tindakan semacam ini berarti menyamakan orang yang jujur 

dan konsisten menunaikan kewajibannya dengan orang zhalim yang selalu 

merugikan orang lain. Hal ini pada akhirnya akan mendorong orang melakukan 

penundaan pembayaran utang, yang justru kontradiksi dengan maqashid al-

syari’ah. 

b. Macam-macam sanksi denda 

Macam-macam sanksi denda dilihat dari sisi pasti atau tidak kada ukurannya, 

yaitu : 

1) Sanksi denda yang sudah pasti kadar ukurannya 

Merupakan denda yang sebanding dengan sesuatu yang dirusakkan, ada 

kalanya menyangkut hak Allah Subhanahu Wata’ala. Seperti membiasakan 

(membunuh) binatang buruan pada saat sedang dalam status berihram, atau 

menyangkut hak seperti tindakan merusakkan hartanya. 

Termasuk memberikan sanksi hukuman dalam bentuk sesuatu yang 

berlawanan dengan maksud dan tujuan yang diinginkan oleh pelaku 

kejahatan dari kejahatan yang dilakukannya. Seperti menghukum pelaku 

pembunuhan terhadap orang yang diwarisnya dalam bentuk ia tidak bisa 

mendapatkan bagian warisan dari harta pusaka orang yang ia bunuh 

tersebut, menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku pembunuhan terhadap 

orang yang memberi harta wasiat kepadanya dalam bentuk hukuman berupa 

wasiat itu batal dan tidak bisa direalisasikan, juga seperti menjatuhi sanksi 
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hukuman kepada seorang isteri yang nusyuz dalam bentuk ia tidak berhak 

mendapatkan nafkah dan pakaian.19 

2) Sanksi denda yang belum pasti kadarnya 

Sanksi denda yang belum pasti kadar ukurannya adalah, sanksi denda 

yang tidak pasti kadar ukurannya, akan tetapi penentuannya diserahkan 

kepada kebijakan dan ijtihad para imam sesuai dengan kemaslahatan. Oleh 

karena itu, syari’at tidak memberikan penjelasan dan perintah secara umum 

dan tidak pula menetapkan kadar ukurannya. 

Dalam penetapan sanksi denda jenis ini, disesuaikan dan 

dikembalikan kepada kebijakan dan hasil ijtihad para imam di setiap ruang 

dan waktu sesuai dengan kemaslahatan. Karena memang tidak ada dalil 

yang menunjukkan pe-naskh-an bentuk sanksi denda yang kedua ini, 

sementara Khulafaur Rasyidin dan para imam setelahnya mempraktikkan 

dan memberlakukannya.20 

c. Syarat Pengenaan Sanksi Denda 

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, 

supaya tidak mengulangi perbuatan melanggar aturan kembali. Dalam 

kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang 

yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan 

dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa: “Pihak dapat dianggap 

melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya”  

                                                           
19 Wahbah al-Zuhayly, Fiqih Islam 7 (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina 

dan Pencurian), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 530-531 diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-

Kattani, dkk, disunting oleh Arif Muhajir, Cet. 1 
20 Al-Zuhayly, Fiqih Islam 7...hal. 530-531 
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1) Tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya.  

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan.  

3)  Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. 

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.  

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam pasal 38, yaitu 

pihak dalam akad melakukan ingkar janji dapat dijatuhkan sanksi:21  

1) Membayar ganti rugi  

2) Pembatalan akad  

3) Peralihan resiko  

4) Denda, dan atau  

5) Membayar biaya perkara 

4. Risiko Perbankan Syariah 

Analisis dilakukan dengan mengacu pada 10 (sepuluh) bentuk risiko 

yang diatur dalam peraturan OJK nomor 65/POJK.03/2016 tentang penerapan 

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

sesuai.Berikut ini pembahasanya dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Risiko Pembiayaan  

Risiko ini muncul karena kegagalan nasabah untuk memenuhi 

kewajiban sesuai kontrak berdasarkan akad murabahah yang telah 

dibuat.kegagalan dalam pembayaran hutang/pinjaman ini disebabkan 2 hal 

yakni nasabah tidak mampu atau karena mampu tapi tidak mau membayar. 

                                                           
21 Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bandung: 2008, hlm 19-20. 
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b. Risiko Pasar  

Risiko pasar terjadi karena adanya perubahan harga di pasar atas 

aset atau barang yang sudah terikat dalam akad murabahah tersebut. Ini 

terjadi bila harga satu barang di pasar tiba-tiba naik setelah bank 

membelikannya untuk nasabah. Dalam kondisi seperti ini, bank tidak bisa 

mengubah harga jual beli tersebut karena harga sudah disepakati kedua 

belah pihak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

   Risiko ini juga bisa timbul karena pergerakan nilai tukar apabila 

pembiayaan diberikan dalam valuta asing. Mitigasi risiko ini diantaranya 

bank harus menetapkan batas maksimal pembiayaan murabahah dalam 

valuta asing dan melakukan upaya lindung nilai. 

c. Resiko likuiditas  

Resiko ini muncul karena ketidakmampuan bank Syariah untuk 

memenuhi kewajibanya membayar barang atau properti yang sudah 

disepakati pada akad murabahah. Bank gagal membayar sejumlah uang 

kepada pihak ketiga karena adanya mismatch antara perhitungan sumber 

dana yang masuk dari dana pihak ketiga (DPK) dan kewajiban pemenuhan 

kontrak pembiayaan. Risiko ini bisa juga terjadi karena bank mengalami 

kebangkrutan. 

d. Resiko Operasi  

Resiko Kerugian ini terjadi karena kegagalan bank Syariah dalam 

melakukan pengendalian internal, kesalahan pegawai (human error), atau 

disebabkan faktor eksternal lainnya yang mengganggu operasional bank .  
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e. Resiko Hukum 

Resiko yang muncul karena adanya tuntutan hukum atau karena 

adanya kelemahan dalam aspek hukum/yuridis dalam kegiatan operasional 

bank. Ini terjadi karena kegagalan bank dalam memenuhi unsur validitas 

dalam penyusunan kontrak atau adanya kelemahan dalam kontrak yang 

dibuat oleh bank. 

f. Resiko Reputasi 

Resiko reputasi ini terjadi karena tidak ada berkurangnya trust dari 

pemangku kepentingan sebagai akibat dari persepsi negatif terhadap bank 

Syariah. Publikasi negatif terhadap salah satu bank Syariah berpotensi 

mencoreng reputasi bank Syariah lainya, meskipun mereka tidak terlibat 

dalam insiden yang disebutkan tersebut. Misalnya ada pemberitaan 

negatiF tentang bank Syariah tertentu akan menyebabkan persepsi buruk 

terhadap semua bank Syariah lainya.22 

g. Resiko Stratejik 

Resiko yang timbul karena bank Syariah kurang akurat dalam 

menentukan keputusan stratejik atau juga kegagalan bank Syariah dalam 

mengantisipasi adanya perubahan lingkungan bisnis baik internal maupun 

eksternal. 

h. Resiko Kepatuhan 

Resiko yang timbul karena bank Syariah tidak mematuhi ketentuan 

terkait prinsip Syariah yang ditentukan oleh Fatwa Dewan Syariah 

                                                           
22 Masruru Muchtar, “Analisis Resiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah”Info Artha ,volume 

5 no. 01 (2021), 67-74. 
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Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia dan OJK. Dalam hal ini bank 

Syariah tidak mematuhi persyaratan akad murabahah yang telah diatur 

dalam fatwa DSN atau peraturan OJK. 

i. Resiko Imbal Hasil  

Resiko yang terjadi karena adanya perubahan tingkat 

pengembalian atas pinjaman yang dibayarkan nasabah ke bank Syariah 

akibat adanya perubahan perilaku nasabah tersebut. 

j. Resiko Investasi  

Secara Prinsip, Resiko timbul karena konsekuensi kontrak berupa 

profit-loss sharing pada akad mudharabah atau musyarakah. 

5. Kedudukan Fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000 pada Bank Syariah 

Selain Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai 

otoritas tertinggi dalam perbankan syariah, baik bank konvensional maupun 

syariah Namun, peran Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam hal ini, yang 

berada langsung di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam 

menetapkan fatwa sebagai acuan perbankan syariah sangat besar. Hal ini 

menunjukkan bahwa lembaga independen yang memiliki kewenangan terkait 

syariah dalam hal ini adalah DSN-MUI.23 

DSN-MUI merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa 

sebagai rujukan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, keuangan dan 

perbankan. Peran DSN-MUI sangat penting untuk meningkatkan perbankan 

syariah dan menjaga kepatuhan bank syariah terhadap hukum Islam. Tugas 
                                                           
23 Imam Abdul Hadi. Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank 

Syariah. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, ISSN: 2088-6365. (2011), 

hal. 2 
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 DSN – MUI di bidang keuangan dan perbankan adalah sebagai badan otoritas 

yang memberikan saran kepada institusi terkait (Bank Indonesia, Otoritas Jasa 

Keuangan, Departemen Keuangan, atau Bapepam) berkaitan dengan operasi 

perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, mengkoordinasi 

isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, dan menganalisis serta 

mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skim atau produk baru yang diajukan 

oleh institusi perbankan dan keuangan syariah lainnya.24  

Menghindari hal – hal yang tidak diinginkan dalam pembayaran denda 

maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No.17 tahun 2000 tentang 

sanksi atas nasabah mampu yang menunda – nunda pembayaran. Fatwanya 

sebagai berikut: 

a). Ketentuan Umum 

(1)  Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan 

LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda – 

nunda pembayaran dengan sengaja.  

(2)  Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force 

majeure tidak boleh dikenakan sanksi. 

(3) Nasabah mampu yang menunda–nunda pembayaran dan / atau tidak 

mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh 

dikenakan sanksi. 

(4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta‟zir, yaitu bertujuan agar nasabah 

lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 

                                                           
24 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008 ), hal. 206 
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(5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan 

atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 

(6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. 

b). jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

c). Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian 

hari ternyata dapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya.25 

 

b. Kerangka Berpikir 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter atau biasa disingkat 

BPRS Dana Moneter ialah bank yang menjalankan usahanya dengan menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito) dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.  BPRS Dana 

Moneter Dalam menjalankan usahanya Sering Bertemu dengan beberapa nasabah 

yang mengalami keterlambatan pembayaran. Dan dalam Hal ini BPRS dana 

Moneter yang merujuk pada peraturan yang dibuat oleh DSN-MUI dan di 

dalamnya ada Fatwa yang menyatakan bahwa boleh memberikan denda atau 

Sanksi pada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran di 

Bank Syariah. 

                                                           
25 Presiden republik indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen.” 
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Berdasarkan hal tersebut Kerangka yang diusulkan adalah kerangka yang 

digunakan untuk mendukung dan memandu proses kerangka penelitian. Penulis, 

dan menguraikan kerangka pikir yang membahas topik penelitian peneliti. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pengertian, makna, dan nilai. 

Dalam penelitian kualitatif ini, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik, 

data lisan, data tertulis atau dokumen maupun hasil wawancara. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian terdapat dalam hasil survei yang diperoleh dari sumber 

yang berada di lokasi kantor cabang Bank Syariah Dana Moneter, Jalan 

Latamacelling No.10, kota palopo Sulawesi selatan. Pada penelitian yang akan 

dilakukan di lokasi aka nada wawancara langsung ke pihak BPRS Dana Moneter 

tentang Penerapan denda pada pembiayaan bermasalah.Waktu yang digunakan 

peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkanya izin 

penelitian dalam kurun waktu lebih  2 (satu) bulan, 2 minggu pengumpulan data 

dan 3 minggu pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan 

proses bimbingan berlangsung. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis 

empiris yang menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada 

penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara 
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mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung 

dilapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan 

sanksi yang diterapkan pada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran 

angsuran pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo. 

D. Sumber Data 

1. Data Primer 

Pendekatan primer ini menggunakan data dari buku atau jurnal 

penelitian sebelumnya yang relevan. Dengan demikian data primer yang 

diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan jika diperlukan untuk 

mengambil keputusan dalam penelitian Data sekunder. 

   Pendekatan sekunder dengan studi kepustakaan merupakan data 

yang ada berupa foto atau video, catatan, ataupun laporan historis yang 

telah disusun dan diarsipkan. 

E. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini lebih terfokus membahas tentang apakah BPR 

Syariah Dana Moneter memang menetapkan denda terhadap debitur/nasabah 

yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan, Karena fokus 

penelitian ini bersifat kualitatif. Maka pembuat skripsi harus menggali informasi 

lebih dalam langsung kepada pihak BPR Syariah Dana Moneter. Fokus 

penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat bukti lapangan yang disertai 

dengan dokumentasi yang disertakan pada lembar skripsi yang akan dibuat. 

F. Subjek Informan Penelitian 
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Subjek penelitian adalah orang yang menyampaikan informasi tentang 

masalah yang diteliti, yang dapat disebut informan. Informasi tentang penetapan 

denda di BPRS Syariah Dana Moneter. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Metode observasi yang digunakan peneliti , yaitu dengan datang 

langsung ke kantor PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dan mencoba 

menyatakan atau menjelaskan permasalahan yang ingin diteliti dengan 

menggali informasi dari orang atau informan yang dapat memberikan 

informasi mengenai penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran 

pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.26 

2. Wawancara 

Metode wawancara yang dipakai penulis, yaitu dengan melakukan 

wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan 

yang telah dipersiapkan sebelumnya.  Penulis melaksanakan wawancara 

terhadap beberapa pihak sebagai informan, antara lain yaitu dengan Bapak 

Sukri Wahid selaku Pimpinan kantor cabang BPRS Dana Moneter di 

palopo, dan beberapa karyawan di kantor BPRS Dana Moneter cabang 

palopo juga. Adapun tujuan dari dilaksanakanya wawancara ini adalah 

guna mengumpulkan dan menghimpun informasi data-data mengenai 

                                                           
26 Sgiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan  R&D, Cetakan 20, (Bandung:Alfabeta, 

2014), 224. 

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam teori dan praktek, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004,63. 

Joko Subgyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,135. 
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penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan di PT. 

BPRS Dana Moneter Cabang Palopo. 

3. Dokumentasi 

Metode Dokumentasi ini digunakan oleh penulis, agar dapat 

melihat dan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari lapangan 

yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan cara ini penulis bisa 

memperoleh informasi bukan dari orang yang sebagai narasumber, 

melainkan dari macam-macam sumber tertulis, seperti dokumen atau data-

data yang ada pada informan. Adapun sumber tertulis yang dimaksud ialah 

seperti surat perjanjian akad, surat peringatan dan lain sebagainya. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu upaya atau metode untuk mengolah data 

menjadi informasi sehingga ciri-ciri tersebut dapat dipahami dan berguna 

untuk pemecahan masalah, khususnya masalah yang berkaitan dengan 

penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan kegiatan sebagai 

berikut:27 

1. Editing (pengeditan) 

Editing merupakan kegiatan untuk mengecek Kembali data-data yang telah 

terkumpul. Hal-hal yang perlu diperiksa Kembali Ketika data telah 

                                                           
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), Cetakan 

4, (Bandung: Alfabeta, 20213), 326. 
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terkumpul adalah kelengkapan data, kejelasan data, relevansi data, dan 

konsistensi data. 

2. Klasifikasi Data 

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal 

dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan 

pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data yang di dapatkan tersebut 

dibaca dan diteliti secara mendalam kemudian digolongkan sesuai 

kebutuhan. Hal yang dilakukan agar data mudah dipahami. 

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan  

Verifikasi/penarikan kesimpulan merupakan kegiatan konfigurasi yang 

utuh. Setelah Analisis dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan 

masalah yang telah ditetapkan diawal. Dari hasil pengelolaan dan 

penganalisis data terhadap masalah yang akhirnya digunakan oleh peneliti 

sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. 

5. Definisi Istilah 

1. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasar pada wahyu 

Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf 

yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua ummat yang 

beragama islam.28 

2. Denda 

                                                           
28  Faturrahman Djamiel, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997), 12. 

 



35 
 

   
 

Denda menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena 

melanggar aturan undang-undang dan sebagainya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah BPR Syariah Dana Moneter 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang sering disingkat BPRS yaitu 

bank yang melakukan kegiatan transaksi berdasarkan prinsip syariah dan diatur 

dengan undang-undang. Upaya mencapai keuntungan setinggi-tingginya adalah 

tujuan yang biasa dicanangkan bank konvensional. Bank Islam (syariah) 

didirikan untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa dan 

produk perbankan berdasarkan syariah Islam serta mendorong kegiatan 

investasi dan bisnis lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Prinsip utama perbankan syariah adalah melarang semua jenis riba pada 

semua jenis transaksi. Pelaksanaan bisnis harus atas dasar kesetaraan 

(equality), keadilan (fairness) dan keterbukaan (transparency), suatu bentuk 

kemitraan yang saling menguntungkan. 

Bank Islam juga sama seperti business entity lainnya, yaitu 

mengharapkan keuntungan maksimal dalam operasionalnya, karena bank Islam 

harus amanah mengelola dana-dana yang diinvestasikan masyarakat. Hanya, 

keuntungan yang didapat harus dari usaha yang halal. Sebelum berganti nama 

menjadi   PT. BPRS Dana Moneter, sebelumnya memiliki nama perusahaan 

adalah PT. BPRS Ufuk Timur. Dan berdasarkan surat dari Bank Indonesia 

Nomor: 5/2/Mks/2003, PT. BPRS Ufuk Timur berkedudukan di kecamatan 

Mandai Kabupaten Maros, secara resmi telah berubah nama menjadi PT. BPRS 

Dana Moneter yang beralamatkan di Gunung Bawakaraeng No.91.A Makassar 

dan berubah kepemilikan kepada Hj. Melinda Aksa. 

 

b. Fungsi BPR Syariah Dana Moneter 

Tujuan dibentuknya MPRS pada dasarnya merupakan investasi dari 
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kewajiban setiap muslim (khususnya) untuk beribadah dan semata-mata 

mendapatkan ridho Allah SWT. Termasuk dalam kegiatan bidang keuangan 

maupun perdagangan. Secara umum ada dua kepentingan yang mendasari 

dibentuknya BPRS Dana Moneter, yaitu : 

1. Kepentingan Ibadah 

Hal ini merupakan manifestasi ketaatan pada larangan Allah SWT 

tentang pengharaman riba sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-

Baqarah; 275-276. 

 

بٰوا لَا يقَوُْمُوْنَ الِاَّ كَمَا يقَوُْمُ الَّذِيْ يتَخََبَّطُهُ  الََّذِيْنَ يأَكُْلوُْنَ الرهِ

بٰواۘ  ا اِنَّمَا الْبيَْعُ مِثلُْ الرهِ ۗ ذٰلِكَ باِنََّهُمْ قاَلوُْْٓ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسهِ

بٰواۗ فمََنْ جَاۤءَه مَ الرهِ ْ  وَاحََلَّ اٰللُّ الْبيَْعَ وَحَرَّ بههِ  نْ رَّ ْ  مَوْعِظَة  مهِ  

ْ  فاَنْتهَٰى فلَهَ ْْٓ ْ  مَا سَلفََۗ وَامَْرُه  ىِٕكَ الِىَ اٰللِّ ۗ وَمَنْ عَادَ فَ  
ۤ
اوُلٰ

 اصَْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدوُْنَ 

Terjemahan: 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. 

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dan Tuhannya, lalu 

terus berhenti (dan mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan umpannya (terserah) 

kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al 

Baqarah;275)” 29 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Surabaya: Al-Baqarah 275) 
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دقَٰتِ ۗ وَاٰللُّ لَا  بٰوا وَيرُْبىِ الصَّ يحُِب  كُلَّ كَفَّارٍ يمَْحَقُ اٰللُّ الرهِ

 اثَِيْمٍ 

 

Terjemahan: 

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah 

tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu 

berbuat dosa. (QS. Al Baqarah;276)” 30 

 

c. Visi Misi BPR Syariah Dana Moneter 

1. Visi  

Menjadi salah satu BPRS dengan aset terbesar di Indonesia (Big 

Five) dengan memberikan pelayanan yang sesuai Syariah. 

2. Misi 

1. Menciptakan SDM profesional yang mengedepankan pelayanan 

prima yang tulus 

2. Memberi solusi dan memberdayakan ekonomi umat melalui 

produk dan jasa perbankan Syariah. 

3. Menciptakan suasana pasar BPR Syariah agar dapat berkembang 

dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang 

terkoordinasi dengan baik. 

4. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang 

berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar  

5. Menjadi BPR Syariah yang terkemuka di Sulawesi selatan 

umumnya dan khususnya di kota makassar  

6. Mempekerjakan pegawai yang mengerti operasional bank 

Syariah serta memiliki dedikasi, integritas, loyalitas dan 

mengedepankan aspek-aspek profesionalisme 

7. Menunjukkan komitmen terhadap standar kerja operasional 

perbankan, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan, 

                                                           
30 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Surabaya: Al-Baqarah: 276) 
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dan kehati-hatian. 

8. Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat 

menengah kebawah, memperbesar portofolio pembiayaan untuk 

skala usaha mikro kecil dan menengah, serta mendorong 

terwujudnya manajemen zakat, infak dan sedekah yang lebih 

efektif sebagai cerminan kepedulian sosial. 

  

d. Produk-Produk BPR Syariah Dana Moneter 

1. Produk Penghimpun dana 

Dalam menyalurkan, PT. BPR Syariah Dana Moneter menggunakan 

akad wadiah dan mudharabah. Dalam akad mudharabah, bagi hasil 

dilakukan dengan nisbah tergantung dari plafon dan jangka waktu 

yang telah disepakati di awal. 

a. Tabungan 

1) Tabungan Syariah 

2) Tabungan Simple 

3) Tabunganku 

b. Deposito mudharabah (bagi hasil) 

1) 1 Bulan 

2) 3 Bulan 

3) 6 Bulan 

4) 12 Bulan 

2. Produk penyaluran dana (pembiayaan ) 

Untuk mencapai portofolio pinjaman yang sehat, pengeluaran dana 

diarahkan pada usaha-usaha produktif, yaitu dengan memberikan 

beberapa bentuk jenis pinjaman untuk kepentingan usaha, namun hal 

itu tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan Syariah Islam yang akan 

tetap memberlakukan sistem bagi hasil. 

Jenis-jenis penyaluran dana (pembiayaan) yang ada pada PT. BPR 

Syariah Dana Moneter : 

a. Murabahah (Jual beli) 
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Murabahah ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang 

diinginkan oleh nasabah, sehingga Bank harus melakukan transaksi 

pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lain disebut surlier. 

Dengan demikian Bank bertindak sebagai penjual di satu sisi dan sisi lain 

bertindak sebagai pembeli kemudian Bank akan menjual Kembali kepada 

nasabah atau pembeli dengan harga yang disesuaikan yakni harga beli 

ditambah margin yang disepakati. 

Pada BPRS Dana Moneter pembiayaan murabahah terbagi kepada 

dua bentuk, yaitu pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak 

langsung. 

1) Pembiayaan Langsung 

Pembiayaan dimana Bank langsung menyerahkan barang yang 

diinginkan oleh nasabah atau debitur setelah persyaratan dan 

pengajuan permohonan dipenuhi dan dilengkapi oleh nasabah dan 

pada saat itu dilakukan akad perjanjian kerjasamanya. 

2) Pembiayaan tidak langsung 

Pembiayaan ini dimana Bank terlebih dahulu menyerahkan atau 

memberikan kuasa pada nasabah (debitur) untuk membeli barang 

yang diinginkan oleh nasabah (debitur) tersebut, kemudian setelah 

beberapa hari nasabah (debitur) tersebut datang Kembali kepada 

pihak bank dengan menyerahkan faktur atau bukti dari pembelian 

barang yang dibelinya dan baru pada saat itu dilaksanakan akad 

perjanjian kerjasamanya. Contohnya akad Wakala. 

 Kriteria Pembiayaan Murabahah ialah : 

1) Jangka waktu maksimum 30 bulan 

2) Berlaku untuk jenis barang yang jelas harga, jumlah dan 

spesifikasinya seperti barang dagang, sepeda motor, mobil, 

tanah, dan lain-lain 

b. Mudharabah (Bagi Hasil) 

Pembiayaan mudharabah diberikan kepada nasabah yang 

memiliki kapasitas usaha yang jelas dan memiliki usaha dengan 
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masa kerja yang singkat dan bersifat periodic. 

Kriteria pembiayaan mudharabah adalah 

1) Jangka waktu maksimum 8 bulan 

2) Berlaku untuk usaha dengan masa kerja singkat yang bersifat 

 periodic. 

3) Pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil 

 

e. Struktur Organisasi BPR Syariah Dana Moneter 

Struktur organisasi adalah aturan yang menunjukkan hubungan 

antara fungsi-fungsi organisasi yang meliputi pemimpin, tugas, 

wewenang, serta tanggung jawab. Lembaga ini ini masing-masing 

mempunyai peran tertentu dalam kesatuan yang utuh untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

 

Struktur Organisasi BPR Syariah Dana Moneter  

 

     Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPRS Syariah Dana Moneter Cab. Palopo31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Dana Moneter senin tanggal 1 Mei 2023 di kantor 

BPRS Dana Moneter cabang Palopo 

KEPALA CABANG 

Sukri Wahid 

COSTUMER SERVICE 

Nur Aini 

ACCOUNT OFFICER 

Aidil Ibrahim 

A. Fajri Lolo 

ADMIN 

PEMBIAYAAN 

Ahmad Yunan S 

TELLER OFFICIER 

Sunarni 

 

SECURITY 

Muh. Fadli 
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B. Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran 

Pembiayaan Yang Di Terapkan Di PT. BPR Syariah Dana Moneter 

Sudah selayaknya dikenakan denda atau sanksi kepada nasabah yang 

terlambat membayar karena dananya digunakan untuk hal lain. Dan menurut 

penulis, memang harus begitu. Ini kembali ke tujuan awal denda sebagai 

tindakan pencegahan, untuk mencegah pelanggan gagal bayar, terutama jika 

mereka mampu membayar. Selain itu, penggunaan denda atau pinalti juga 

berfungsi sebagai pendidikan, yaitu untuk mengajarkan nasabah untuk menjadi 

metodis dan bahwa kewajiban membayar dengan angsuran adalah yang utama 

dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Dalam praktiknya, tidak mudah 

mengetahui motif nasabah memilih melakukan penundaan pembayaran 

angsuran pembiayaan. Pihak bank Syariah harus mampu melakukan 

identifikasi tiap nasabahnya. Jangan sampai terjadi kekeliruan bahwa denda 

diterapkan pada nasabah yang usahanya masih berjalan namun mengalami 

penurunan bisnis. 

Salah satu akad fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan 

Syariah adalah skema jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim 

dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara sederhana, 

murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut, ditambah 

keuntungan yang telah disepakati praktik pada Bank Syariah di Indonesia, 

portofolio pembiayaan murabahah mencapai 70%-80%. Kondisi demikian ini 

tidak hanya di Indonesia. Namun juga terjadi pada bank-bank Syariah, seperti 
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di malaysia, pakistan, karena murabahah dianggap cukup memudahkan untuk 

digunakan sebagai model pembiayaan. 

Adapun Prinsip jual beli yang termasuk dalam kelompok ini :32 

1. Prinsip Jual Beli 

Ada tiga jenis jual beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal 

kerja investasi dalam perbankan Syariah, yaitu : 

a. Bai al-Murabahah, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan 

nasabah. Dalam murabahah, kemudian ia mensyaratkan atas laba 

dalam jumlah tertentu. 

b. Landasan hukum murabahah dalam Al-Quran: ahah, penjual 

menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia 

menyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. 

 

Landasan hukum murabahah dalam Al-Quran 

بٰواوَاَ  مَ الرهِ حَلَّ اٰللُّ الْبيَْعَ وَحَرَّ   ْۘ   

Terjemahan 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Al-

Baqarah (2):275). 33 

                                                           
32Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: 

Ekonisia, 2003) cet-1, hal.61 
 
33 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 

2018), h. 59. 
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Denda/sanksi adalah kenaikan harga barang tunai karena keterlambatan 

atau wanprestasi dalam ain' (komoditas tunai) dhaim (harga yang harus dibayar 

untuk jenis barang lain yang telah ditimbang atau diukur atau jenis barang lain 

yang ditimbang atau ditukar atau digunakan untuk barang sejenis yang tidak 

terukur atau Seimbang. 

Menurut Abdurrahman denda ini sama dengan riba nasi’ah yaitu :riba atau 

tambahan sebagai timbangan atas penundaan pembayaran. 34Menurut bahasa 

riba dari kata Bahasa arab yaitu al-ziyadah (tumbuh subur, tambah) yang 

dimaksud disini adalah tambahan dari modal atau yang dipinjamkan. Menurut 

istilah fiqih sunnah bahwa ini adalah kaidah atau definisi yang sah menurut 

syariat islam walaupun punya landasan hadist. 

Biaya keterlambatan pembayaran atau denda pada pemberian fasilitas 

pembiayaan dan akad murabahah di perbankan Syariah masih dianggap sangat 

memberatkan bagi calon nasabah. Besaran biaya tersebut ditetapkan oleh bank 

dan mencakup nilai nominal serta cara perhitungannya. Persyaratan untuk 

menyetujui biaya atas keterlambatan pembayaran angsuran atau denda adalah 

bagian dari proses pemberian fasilitas pembiayaan yang tercantum dalam akad 

murabahah dan harus disepakati oleh calon nasabah. 

Secara umum, denda adalah bentuk hukuman di mana sejumlah uang 

tertentu dibayarkan. Jenis yang paling umum adalah denda tetap dan denda 

harian, yang dibayarkan berdasarkan pendapatan individu. Denda adalah salah 

                                                           
34 Abdur Rahman al- Zajairy, Juz 11, h.227 
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satu bentuk hukuman Ta'zir. Ta'zir berarti ta'dib dalam bahasa yang berarti 

"memberi pelajaran". Ta'zir juga diartikan sebagai Ar-Raddu Al Man'u, artinya 

penyangkalan dan pencegahan.At-ta'zir adalah larangan, pencegahan, 

peringatan, hukuman, koreksi dan pemukulan. Sanksi yang tidak terbatas 

(bentuk dan jumlahnya) dikenakan untuk segala bentuk kemaksiatan yang tidak 

termasuk hudud dan penebusan dosa, terlepas dari apakah pelanggaran itu 

menyangkut hak Allah SWT atau hak pribadi. Menurut Wahbah Al-Zuhaili 

dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Sanksi Ta'zir adalah hukum 

yang ruang lingkupnya tidak ditentukan dalam Syariah. Syariah Islam 

menyerahkan kepada otoritas nasional untuk menentukan sanksi terhadap 

pelaku yang sebanding dengan kejahatan mereka .Sanksi ta'zir ini berbeda-

beda sesuai dengan situasi dan kondisi sosial, tingkat pendidikan masyarakat, 

dan berbagai kondisi manusia lainnya pada waktu dan tempat yang berbeda. 

Karena ta'zir tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits 

(khususnya terkait dengan pembiayaan Murabahah), maka menjadi tanggung 

jawab pemerintah daerah (bisa jadi instansi pemerintah melalui fatwa DSN-

MUI). Instruksi tertulis yang rinci harus selalu diberikan ketika memutuskan 

sifat dan tingkat sanksi Ta'zir, karena ini adalah untuk kepentingan umum. 

Ta’zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya 

adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, 

dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang 

melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang 

tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi 
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sanksi ta’zir agar tidak mengulangi perbuatanya.untuk mempersempit kajian 

denda dalam pembiayaan, maka rujukan yang dipakai adalah fatwa DSN-MUI, 

yaitu: Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000. 

Hal mendasar yang menjadi alasan nasabah dikenai denda adalah karena 

nasabah dianggap melakukan cidera janji atau wanprestasi. Cidera janji yang 

dimaksud adalah bahwa nasabah tidak mampu melakukan pelunasan atau 

pembayaran angsuran sesuai dengan jatuh temponya. Hal ini dikategorikan 

menjadi dua faktor: 

a. Nasabah secara sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran karena 

tidak memiliki itikad baik. 

Menurut penulis, kesalahan yang dilakukan oleh nasabah dalam 

kategori ini lebih banyak disebabkan oleh kesalahan cara berpikir atau cara 

pandang nasabah mengenai hubungan kerja antara nasabah itu sendiri 

dengan hubungan kerja antara nasabah dan bank. Pelanggan berperilaku 

kurang hati-hati atau dapat dikatakan sedikit mengurangi kewajibannya, 

yaitu membayar cicilan. 

  Hasil usaha yang dijalankan tidak dicadangkan untuk persiapan 

pembayaran angsuran nya, akan tetapi lebih digunakan untuk kepentingan 

lain yang sebetulnya tidak perlu. Misalnya, nasabah tertarik dengan bisnis 

lain. Di era informasi yang serba mudah ini, karena adanya fasilitas 

internet, seseorang dapat dengan mudahnya mengetahui aneka informasi di 

belahan wilayah maupun negara lain. Orang awam cenderung ingin 
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mengetahui dan penasaran dengan hal-hal tersebut, pun dalam bisnis atau 

usaha. 

  Dalam konteks pembiayaan murabahah, yang notaben 

pengembalianya dilakukan dengan cara pembayaran sistem angsuran atau 

dicicil setiap bulan nya, bagi Sebagian nasabah. 

b. Nasabah secara sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran karena 

tidak mampu secara finansial atau ekonomi.  

Nasabah ini benar-benar secara sengaja melakukan cidera janji atau 

wanprestasi berupa tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan 

atau melakukan pelunasan karena desakan atau faktor ekonomi.Hal ini 

dapat diketahui dari kegiatan usaha nasabah yang telah mengalami 

penurunan omset ataupun keuntungan. Bahkan mengalami kerugian.  

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan usaha 

nasabah, antara lain: 

1) Bencana Alam (Force majeure)  

Keadan ini dapat menimpa siapa saja dan dalam kondisi apa saja. 

Bencana alam merupakan satu hal yang menyebabkan kerusakan yang 

datangnya sulit diperkirakan sebelumnya. Banjir, gempa bumi, gunung 

Meletus, tsunami, tanah longsor dan sebagainya, adalah bagian dari contoh 

bencana alam. Bencana alam merupakan faktor diluar kendali manusia, 

sekalipun terdapat metode atau rekayasa teknologi yang mampu 

memprediksi kedatangan nya. Akan tetapi sampai dengan detik ini belum 

ada teknologi yang mampu menghentikan terjadinya bencana alam. 
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2) Kerugian yang tidak diinginkan yang melibatkan faktor manusia . 

Kejadian ini dapat dijelaskan dengan contoh misalnya rumah kebakaran 

atau pabrik akibat listrik, kecelakaan lalu lintas, kejahatan yang melibatkan 

kerugian harta benda atau nyawa, dll. Tentunya tidak semua orang ingin 

mengalami kejadian di atas, namun terkadang hal seperti itu terjadi. Faktor 

ini jelas berdampak negatif bagi klien dalam menjalankan bisnisnya. 

Akibatnya, nasabah mengalami kerugian dan/atau penurunan kualitas 

usahanya, yang pada akhirnya berujung pada kebangkrutan. Dalam keadaan 

ini, nasabah tidak memiliki pendapatan dan karena itu tidak dapat 

melakukan pembayaran atau melunasi pinjaman. 

  Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank Syariah akan berupaya 

untuk menyelamatkan pembiayaan, 35berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya 

yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat 

menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui  

a. Penjadwalan Kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran 

kewajiban nasabah atau jangka waktunya.36 

                                                           
35 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: 

Ekonisia, 2003) cet-1, hal.61 
36 Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Meo 2011 yang dimaksud dengan Penjadwalan 

kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka 

waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang 

memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami 

penurunan kemampuan membayar 
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b. Persyaratan Kembali (reconditioning), yaitu perubahan Sebagian atau 

seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban 

nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi: 

1) Perubahan jadwal pembayaran 

2) Perubahan jumlah angsuran 

3) Perubahan jangka waktu  

4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah 

5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau 

musyarakah dan atau 

6) Pemberian potongan 

7) Penataan Kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan yang antara lain meliputi: 

a. Penambahan dan fasilitas pembiayaan bank 

b. Konversi akad pembiayaan 

c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga Syariah berjangka 

waktu menengah dan/atau 

d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal. 

Sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan 

rescheduling atau reconditioning 
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Tabel 1.2. Data Total Debitur dan Outstanding Pembiayaan 

Berdasarkan Kolektabilitas PT.BPR Syariah Dana Moneter  

Total 

Outstanding 

Pembiayaan 

Jumlah Debitur Berdasarkan 

Kolektabilitas 

Total 

Debitur 

Pembiayaan KOLL 

1 

KOLL 

2 

KOLL 

3 

KOLL 

5 

4.062.174.656 89 0 0 0 89 

376.706.403 0 5 0 0 5 

Total     94 

 

Data diatas merupakan data yang diperoleh dari tempat penelitian, yang 

memberikan gambaran secara umum mengenai kondisi kolektabilitas penyaluran 

pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter Cabang 

Palopo. Data tersebut merupakan data terbaru per bulan januari 2023. 

 Dari data diatas kita bisa melihat gambaran secara umum bahwa 

pembiayaan di PT.BPR Syariah Dana Moneter tergolong sehat dan berkualitas. 

Karena berdasarkan kolektabilitas, jumlah debitur/nasabah pembiayaan yang 

berada dikolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus) hanya 5 orang dengan 

outstanding pembiayaan sebesar Rp. 376.706.403, yang sangat besar memiliki 

potensi untuk Kembali ke kolektabilitas 1 (lancar). Tetapi, memiliki potensi juga 

untuk bisa melompat ke kolektabilitas 3 ketika tidak ditangani dengan baik dan 

serius.37 

 Dalam dunia perbankan baik konvensional maupun Syariah, dikenal 

dengan istilah kolektabilitas untuk mengukur tingkat Kesehatan Bank sekaligus 

menilai kualitas pemberian kredit/pembiayaan itu tergolong bagus atau buruk. 

                                                           
37 Wawancara dengan Pimpinan Kantor Cabang BPRS Dana Moneter Cabang Palopo 
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 Kolektabilitas menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu suatu keadaan 

pembayaran pokok ataupun angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah 

(debitur) yang mempengaruhi tingkat kemungkinan diterimanya Kembali dana 

yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainya. 

 Status kolektabilitas dalam dunia perbankan diklasifikasikan oleh Bank 

sentral menjadi lima status/ lima koll (Kolektabilitas) dari yang tertinggi hingga 

yang terendah (1) kol-1 (LANCAR), (2) kol-2 (DALAM PERHATIAN 

KHUSUS), (3) kol-3 (KURANG LANCAR), (4) kol-4 (DIRAGUKAN), dan (5) 

kol-5 (MACET). 

Berdasarkan SEBI No.13/18/DPbs tangal tanggal 30 mei 21 tentang 

perubahan atas SEBI Nomor 10/34/DPbs tanggal 22 oktober 2008 Tentang 

Restrukturisasi pembiayaan Bagi Bank Syariah Unit Usaha Syariah bahwa Bank 

Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) akan menghentikan akad 

pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutang istishna, dengan 

memperhitungkan nilai wajar objek murabahah atau istishna. Dalam hal terdapat 

perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar objek murabahah 

atau istishna, maka diakui sebagai berikut  

a. Apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka 

sisa kewajiban nasabah tersebut tetap menjadi hak BUS, yang 

penyelesaianya disepakati antara BUS atau UUS, dan nasabah. 

b. Apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka 

selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka ijarah muntahiya bittimlik 
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atau menambah porsi modal nasabah untuk musyarakah atau mengurangi 

modal mudharabah dari BUS atau UUS.  

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan 

b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 

kewajiban setelah restrukturisasi. 

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-

bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik Disamping 2 kriteria 

maka bank Syariah akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah 

dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik 

dalam arti masih mau diajak Kerjasama dalam upaya penyelamatan 

pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik 

dalam arti tidak dapat diajak Kerjasama dalam upaya penyelamatan 

pembiayaan bermasalah maka bank Syariah akan melakukan upaya 

penyelesaian pembiayaan bermasalah. 

Pada prakteknya yang ada di Bank Pembiayaan rakyat Syariah Dana 

Moneter Cabang Palopo ini menurut hasil wawancara yang telah dilakukan 

peneliti dengan salah satu pihak Bank yaitu Bapak Sukri Wahid pada bagian 

Pimpinan Kantor Cabang. Dalam akad murabahah sendiri artinya yaitu 

pembelian atau pembiayaan secara berangsur-angsur atau dengan cicilan yang 

mana prinsip yang digunakan adalah jual beli. Pihak bank sebagai penjual, 
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pihak nasabah sebagai pembeli yang dibarengi adanya akad dan ijab qabul di 

dalamnya.38 

Sebagai contohnya, Pada bulan januari tahun 2021 Ibu Nia salah satu 

nasabah Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo mengajukan pembiayaan 

murabahah untuk kendaraan bermotor dengan ketentuan sebagai berikut: 

Harga perolehan sepeda motor  Rp. 10.000.000,00 

Keuntungan yang disepakati  Rp.   2.000.000,00 

      ________________ 

Harga jual yang disepakati   Rp. 12.000.000,00 

Tanggal jatuh tempo pembayaran  Setiap tanggal 10 setiap bulanya  

Denda keterlambatan  0,00069 per hari x angsuran 

Pembayaran yang dilakukan secara Tangguh selama 24 bulan, sehingga 

setiap angsuran Ibu Nia berjalan lancer. Namun pada angsuran ke empat di 

bulan mei Ibu Nia tidak melakukan pembayaran angsuran piutangnya tepat 

pada waktunya, Ibu Nia membayar angsuran pada tanggal 20 Mei. Dari 

pengamatan yang dilakukan yang bersangkutan tergolong mampu, karena 

adanya saldo rekeningnya yang cukup banyak. Atas kelalaian tersebut, sesuai 

kesepakatan pada akad bank mengenakan denda sebesar 0,00069 dari angsuran 

per bulan. Perhitungan denda untuk Ibu Nia adalah sebagai berikut: 

(0,00069 x 10) x Rp. 500.000,00 = Rp. 3.450,00 

                                                           
38 Wawancara, Bapak sukri wahid (pimpinan BPRS Dana Moneter Cabang Paopo) hari selasa 16 

mei 2023 
 



54 
 

   
 

Pada tanggal 20 mei 2021 di saat Ibu Nia membayar angsuran, ditambahkan 

dengan denda yang telah diperhitungkan yaitu senilai Rp. 3.450,00. Maka total 

utangnya adalah sebanyak Rp. 503.450,00. 

Pada dasarnya, seorang nasabah yang akan mengajukan atau melakukan 

pembiayaan dengan akad murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Dana Moneter ini seorang nasabah harus memenuhi dan melalui beberapa 

mekanisme persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BPRS Dana Moneter 

untuk diajukan. Sebelum seorang nasabah tersebut mengajukan pembiayaan, 

pihak Bank akan memberitahu dan menjelaskan terlebih dahulu produk-produk 

pembiayaan apa saja yang ada di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo ini 

ditawarkan kepada calon nasabahnya. Kemudian barulah mulai melakukan 

penawaran berapa besar jumlah pembiayaan yang diinginkan oleh calon 

nasabah kepada pihak Bank dan jangka waktu yang ditawarkan dengan 

beberapa ketentuan atau kriteria oleh pihak bank atas persetujuan calon 

nasabahnya juga. 

Berikut ini adalah beberapa mekanisme persyaratan dokumen yang 

harus disediakan pada saat mengajukan permohonan Pembiayaan Akad 

Murabahah dari BPRS Dana Moneter Cabang Palopo agar para pihak 

mengetahui secara lengkap dan akurat mengenai prospek yang baik berupa data 

pribadi dan laporan keuangan calon nasabah yang akan meminta pembiayaan 

Akad Murabahah ini, yaitu: 
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1. Mengajukan permohonan pembiayaan akad murabahah dengan cara 

mengisi dan menandatangani surat formulir pengajuan pembiayaan 

akad murabahah. 

2. Menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy 

Kartu Keluarga (KK), surat nikah bagi yang sudah menikah, Fotocopy 

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan 

Bermotor (BPKB) sebagai jaminanya. 

3. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK) yang asli pada saat pengajuan pembiayaan akad 

murabahah untuk mencocokkan data-data calon nasabah. 

4. Berikutnya, pihak bank akan memproses seluruh data dan berkas yang 

telah diajukan dan dilampirkan oleh calon nasabah. Pihak bank akan 

menjelaskan secara rinci kepada calon nasabah tentang berapa jumlah 

pembayaran angsuran pembiayaan yang harus dibayarkan calon 

nasabah ke pihak bank pada setiap bulanya. 

5. Pengecekan barang jaminan calon nasabah kepada pihak bank 

6. Penandatanganan surat akad atau perjanjian pembiayan. 

7. Dan proses pencairan dana kira-kira kurang lebih satu minggu setelah 

akad.39 

 

                                                           
39 Wawancara, Bapak Sukri Wahid (pimpinan BPRS Dana Moneter Cabang Palopo) Selasa,16 Mei 

2023 

 



56 
 

   
 

C. Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran 

Pembiayaan Di PT. PBRS Dana Moneter Cabang Palopo, Menurut 

DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 

Fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas 

Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran  

Menetapkan: Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang 

Menunda-nunda Pembayaran 

Pertama: Ketentuan Umum 

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS 

(Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah yang mampu membayar, 

tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. 

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan Force majure  

tidak boleh dikenakan sanksi. 

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak 

mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya, boleh 

dikenakan sanksi. 

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih 

disiplin dalam melaksanakan kewajibanya. 

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas 

dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial. 

Kedua: jika salah satu pihak wanprestasi atau terjadi perselisihan di antara 

kedua belah pihak, maka arbitrase dilakukan dengan Arbitrase Syariah setelah 

musyawarah tidak mencapai kesepakatan. 
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Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika 

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya. 

Penerapan dana hasil denda di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo 

sesungguhnya sudah terselesaikan sebagaimana semestinya dengan peraturan 

atau kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pengurus bank. Kesesuaian 

pelaksanaan denda pembiayaan akad murabahah di BPRS Dana Moneter 

Cabang Palopo dengan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 

17/DSN/MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda 

nunda pembayaran dapat dilihat dari ketentuan berikut ini yaitu: 

1. Pada ayat pertama menjelaskan: 

“Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan 

LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda 

pembayaran dengan sengaja”. 

Dalam praktek Dana Moneter Cabang Palopo di PT. BPRS telah 

mengenakan sanksi kepada nasabah yang hanya dapat menunda 

pembayaran cicilannya berupa jumlah yang telah disepakati di awal akad, 

yang disepakati antara bank dan nasabah, seperti pembayaran tanggal dan 

denda kadaluarsa Tanggal jatuh tempo, yang kemudian ditindaklanjuti 

oleh bank dengan prinsip amanah, karena bagi sebagian nasabah bank 

mengetahui dengan pasti apakah nasabah dapat didenda atau tidak. Bahwa 

penerapan denda sejalan dengan fatwa pertama ini. 

2. Pada ayat kedua menjelaskan : 
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“Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force 

majure tidak boleh dikenakan sanksi” 

Jadi disini, ada 2 faktor penyebab mengapa nasabah tidak bisa 

membayar angsuran atau bisa disebut dengan ingkar janji atau 

wanprestasi, yakni: 

a) Factor force majure, yaitu factor yang diluar kekuasaan pihak nasabah. 

Contohnya seperti sedang mengalami musibah kecelakaan, bencana 

alam. 

Bagi nasabah yang melakukan wanprestasi karena factor diluar 

kekuasaan dan berada dalam kesulitan (force majure) tidak diberikan 

sanksi atau denda dan pihak bank harus memberikan kelonggaran 

kepada nasabahnya dalam melakukan pembayaran.   

  Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-

Baqarah (2) ayat 80 tentang perintah memberikan keringanan untuk 

orang-orang yang sedang tertimpa musibah dan mengalami kesusahan 

sehingga mengakibatkan tidak mampu untuk membayar. 

وَاِنْ كَانَ ذوُْ عُسْرَۃٍ فنَظَِرَۃ  الِٰى مَيْسَرَۃٍ ۗ وَانَْ تصََدَّقوُْا خَيْر  لَّكُمْ انِْ 

 كُنْتمُْ تعَْلمَُوْنَ 

Terjemahan: 
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“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. 40 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa, jika pihak nasabah dalam posisi 

kesulitan, kesusahan, maka pihak bank harus memberikan kelonggaran 

dalam membayar angsuran sampai pihak nasabah bisa bisa melakukan 

kewajibanya. 

Dan di dalam penundaan pembayaran ini harus diberikan kepada 

nasabah dengan tidak adanya tambahan beban atas jangka waktu yang 

telah diberikan untuk bisa membayar angsuran. Tetapi pengecualian 

terhadap factor ini diberikan setelah pihak bank melakukan survey 

langsung ke rumah nasabah dengan memberikan surat peringatan (SP). 

Sehingga pihak bank mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami oleh 

pihak nasabah. Hal Ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter 

Cabang Palopo sudah seluruhnya melaksanakan fatwa yang kedua ini. 

b) Faktor adanya kesenjangan bisa dikatakan nasabah tersebut  melalaikan 

kewajibanya. Hal inilah yang diperbolehkan bagi pihak bank berhak untuk 

menjatuhkan sanksi atau denda karena adanya unsur kesengajaan dari 

pihak nasabah (wanprestasi). Pemberian sanksi atau denda ini dilakukan 

semata-mata hanya untuk memberikan teguran atau pelajaran kepada 

pihak nasabah agar lebih disiplin dalam membayar kewajibanya yakni 

angsuran atau cicilan. 

                                                           
40 Departemen Keagamaan RI, Al-Qu’ran dan Terjemanya, Surat Al- Baqarah, 2:280 
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3. Pada ayat ketiga menjelaskan  

“Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak 

mempunyai kemauan dan itkad baik untuk membayar hutangnya boleh 

dikenakan sanksi.” 

 Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah 

(5) ayat 1: 

ا اوَْفوُْا باِلْعقُوُْدِۗ احُِلَّتْ لكَُمْ بهَِيْمَةُ الْانَْعاَمِ الِاَّ مَا يتُلْٰى  يْٰٓايَ هَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْْٓ

يْدِ وَانَْتمُْ حُرُم ۗ انَِّ اٰللَّ يحَْكُمُ مَا يرُِيْدُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلهِى  الصَّ  

Terjemahan 

“Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 

binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu. (yang demikian it) 

dengan tidak dihalalkan berburu Ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya”. 41 

 

 

 Dari surat tersebut Allah menjelaskan kepada umat islam tersebut 

untuk memenuhi semua akad-akad yang telah dibuat. Jika nasabah tersebut 

memang mempunyai itikad untuk membayar angsuran, pasti akan 

melaksanakan kewajibanya, karena perbuatan menunda-nunda 

pembayaran tersebut bahwasanya adalah suatu kezaliman. 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada fatwa kedua yakni 

nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran akan dikenakan 

sanksi atau denda. Dan BPRS Dana Moneter Cabang Palopo telah 

menerapkan fatwa ini. 

                                                           
41 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung: Diponegoro, 2011),192 
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4. Pada ayat keempat menjelaskan 

“Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih 

disiplin dalam melaksanakan kewajibanya.” 

42Berdasarkan prinsip ta'zir dan dirancang untuk membuat klien 

lebih disiplin Memenuhi kewajiban membayar cicilan lagi. hal ini cocok 

untuk pelanggan yang suka menunda-nunda Membayar secara mencicil 

dalam bentuk uang dan mengenakan denda atau denda Ditentukan oleh 

bank berdasarkan tanggal jatuh tempo Penghapusan agunan yang 

digunakan oleh nasabah sebagai agunan. 

Dengan menerapkan ini, akan membuat klien lebih disiplin 

pembayaran angsuran lagi, bertujuan untuk memberikan efek sebagai 

pencegah bagi nasabah, agar tidak melakukan kesalahan di kemudian hari 

lagi. Hal sudah  tersedia di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana 

Moneter Cabang Palopo dijalankan sesuai fatwa ini. 

5. Pada Ayat kelima menjelaskan  

“Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya 

ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditandatangani” 

 Fatwa ini pertama kali ada di bank dan Klien masuk ke dalam akad 

pembiayaan murabahah ini. yaitu sanksi Ini bisa dalam bentuk tunai, 

penyitaan atau bentuk yang sesuai sudah disepakati sejak awal. Begitu 

pula dalam praktik yang diterapkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Dana Moneter sesuai pada fatwa ini. 

                                                           
42 Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 
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6. Pada Ayat keenam menjelaskan  

“Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial”. 

 Dalam hal ini, dana nasabah harus dialokasikan untuk dana 

Memberikan pelayanan sosial kepada mereka yang berhak menerimanya. 

Dan penerapan sanksi dalam akad murabahah ini semata-mata untuk 

tujuan 

sebagai pencegah bagi pelanggan yang tidak dapat menjalankan 

Kewajiban untuk mengangsur sesuai waktu yang telah disepakati dan lebih 

disiplin saat membayar cicilan. 

 Dalam Praktek yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Dana Moneter Cabang Palopo, dari hasil wawancara dengan pihak 

Bank yaitu Bapak Sukri Wahid, dana denda nasabah akan disalurkan ke 

Lembaga zakat, infaq, shadaqah yaitu Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS). Hal ini sesuai dengan fatwa yang terakhir. 

Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah 

Lembaga yang independen dan bebas dari 43campur tangan pihak lain, yang 

mempunyai fungsi, tugas,  

 

1. Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan 

Berdasarkan UU no. 21 tahun 2011, Otoritas jasa keuangan (OJK) 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

Pasal 6 

                                                           
43 Undang-undang no 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 (1) 
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  OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 

a. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan 

b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan 

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana 

pension, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa 

Keuangan Lainya. 

Pasal 7  

 Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sector 

perbankan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK 

mempunyai wewenang: 

a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 

1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran 

dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya 

manusia, merger,konsolidasi dan akuisi bank, serta pencabutan izin 

usaha bank dan 

2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana penyediaan dana, 

produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. 

b. Pengaturan dan pengawasan mengenai Kesehatan bank yang meliputi: 

1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan 

modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman 

terhadap simpanan, dan pencadangan bank. 

2. Laporan bank yang terkait dengan Kesehatan dan kinerja bank  

3. Sistem informasi debitur  
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4. Pengujian kredit (credit testing) dan 

5. Standar akuntansi bank 

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: 

1. Menajemen resiko 

2. Tata Kelola Bank 

3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan 

4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan  

5. Pemeriksaan bank. 

Pasal 8  

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: 

a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini, 

b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, 

c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK 

d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan sektor jasa keuangan, 

e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, 

f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah 

tertulis terhadap Lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu 

g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola 

statuter pada Lembaga jasa keuangan, 

h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, 

memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban, dan 
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i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan. 

Pasal 9 

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang: 

a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan 

b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh 

Kepala Eksklusif. 

c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan 

konsumen, dan Tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, dan 

Tindakan lain terhadap Lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau 

penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. 

d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau 

pihak tertentu 

e. Melakukan penunjukan pengelola statute 

f. Menetapkan penggunaan statuter  

g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan dan  
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h. Memberikan dan/atau mencabut: 

1. Izin usaha 

2. Izin orang perseorangan 

3. Efektifnya pernyataan pendaftaran 

4. Surat tanda terdaftar 

5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha  

6. Pengesahan 

7. Persetujuan atau penetapan pembubaran dan 

8. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan. 

 

2. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan 

Indonesia  

Forum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjalankan fungsi 

pemerintahan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan industri jasa keuangan 

tidak boleh mencampuri salah satu pihak dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenang OJK. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan industri jasa 

keuangan yang optimal, OJK bertujuan untuk dapat bertindak secara 

independen dalam menentukan dan menjalankan fungsi dan kewenangannya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Oleh 

karena itu, tidak satu pun pihak, kecuali bagian yang dirujuk dalam rancangan 

undang-undang tentang Inspektorat Keuangan Polandia ini, dapat secara 

langsung atau tidak langsung mengganggu pelaksanaan fungsi dan wewenang 
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Inspektorat Keuangan Polandia. Selain dari Keberadaan OJK akan membantu 

kementerian keuangan (dahulu Depkeu) dalam memfokuskan tugasnya pada 

fungsi fiscal, yaitu mengurus masalah penerimaan dan pengeluaran negara 

serta mengelola kekayaan Negara dan piutang Negara. 

Mengenai kedudukan dari OJK ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-

Undang No.3 tahun 2004, yaitu otoritas jasa keuangan bersifat independen 

dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan 

kewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR. Namun demikian, 

dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu, OJK bertanggung jawab 

kepada presiden. 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK harus 

berkoordinasi dengan berbagai lembaga seperti Bank Indonesia, Lembaga 

Penjaminan (LPS), dan Menteri Keuangan Non Presiden. Tujuannya, agar 

pedoman yang dikeluarkan OJK menyelesaikan permasalahan sektor keuangan 

secara efektif dan efisien. 

D. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Denda Di PT. 

BPRS Dana Moneter Cabang Palopo 

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah menjelaskan mengenai 

ketentuan pembiayaan murabahah kaitanya dengan persoalan dan ruang 

lingkupnya. 
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 Sering kita jumpai nasabah yang mampu membayar sengaja melalaikan 

kewajibanya dalam pembayaran pembiayaan yang telah didapatkan dari Lembaga 

keuangan Syariah. Hal tersebut merupakan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam 

kompilasi hukum ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang 

ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dilaksanakan dalam 

Pasal 36 yang menyebutkan nahwa: “pihak yang dianggap melakukan ingkar 

janji, apabila karena kesalahanya adalah44 

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukanya. 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang 

dijanjikan. 

c. Melakukan Apa yang dijanjikan,tetapi terlambat. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan  

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai jenis-jenis sanksi 

yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan ingkar janji (tidak sesuai 

dengan kesepakatan) yaitu Pasal 38 yang berbunyi: Pihak dalam akad yang 

melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: 

a. Membayar ganti rugi 

b. Pembatalan akad 

c. Peralihan resiko 

d. Denda, dan/atau 

e. Membayar biaya perkara 

                                                           
44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Hal. 20 
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Adapun ketentuan ganti rugi dalam kompilasi hukum ekonomi 

Syariah Pasal 39 menyebutkan bahwa sanksi pembayaran ganti rugi dapat 

dijatuhkan apabila: 

a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap 

melakukan ingkar janji 

b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau 

dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukanya. 

c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa 

perbuatan ingkar janji yang dilakukan tidak di bawah paksaan. 

Jika nasabah belum bisa melunasi tagihan sesuai dengan yang 

disepakati maka seorang nasabah dapat melakukan penjadwalan Kembali 

sesuai ketentuan dalam Pasal (126) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

menyebutkan: penjual dapat melakukan penjadwalan Kembali tagihan 

murabahah bagi pembeli yang tidak melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu 

yang telah disepakati dengan ketentuan: 

a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa 

b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan Kembali adalah biaya 

riil 

c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para 

pihak. 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (128) menyebutkan bahwa 

Lembaga keuangan Syariah boleh konversi dengan membuat akad baru bagi 

nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya 
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sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Dengan syarat yang 

bersangkutan masih prospektif. Kemudian pada Pasal (129) dijelaskan bahwa 

akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada 

Lembaga keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa 

utangnya kepada Lembaga keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akd. 

Dan apabila hasil penjualan obyek akad murabahah melebihi sisa utang, maka 

kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam/nasabah Pasal (130), sedangkan 

apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap 

menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan Pasal 

(131), selanjutnya jika salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat 

menunaikan kewajibanya, atau jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak 

terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian/shulh, dan 

pengadilan Pasal (133).45 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, denda dapat diberikan 

kepada nasabah-nasabah yang nakal yang sanggup dan mampu membayar tepat 

waktu tetapi sengaja ditunda-tunda. Sering kita jumpai nasabah yang mampu 

membayar sengaja melalaikan kewajibanya dalam pembayaran pembiayaan 

yang telah didapatkan dari Lembaga keuangan Syariah. Hal tersebut 

merupakan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam kompilasi hukum ekonomi 

Syariah, sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang ingkar janji, dan 

ketentuan seseorang disebut ingkar janji dilaksanakan dalam pasal 36, dan 

mengenai jenis sanksinya telah disebutkan dalam pasal 38 (buku II). 

                                                           
45 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, Hal. 44 
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Adapun pelaksanaan sanksi pada bank Syariah dengan melihat kondisi 

nasabah sebagai berikut: 

1. Kriteria yang boleh dikenakan denda: 

a. Nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran 

dengan sengaja. 

b. Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/tidak 

mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. 

2. Kriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan denda, Nasabah yang 

tidak/belum mampu membayar yang disebabkan karena force majeur 

adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan manusia seperti banjir, 

kebakaran, petir, pemogokan, pembatasan perdagangan oleh suatu undang-

undang atau peraturan pemerintah, atau dikarenakan suatu keadaan atau 

kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

1. Praktik penerapan denda terhadap nasabah di PT. BPRS Dana Moneter 

Cabang Palopo bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah 

yang bermasalah agar tidak melakukan perbuatan yang tidak 

diperbolehkan dalam perjanjian. Sanksi denda tersebut hanya sebatas 

ancaman hukuman agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan 

kewajibanya. Perihal tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 

17/DSN-MUI/IX/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

2. Berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi Syariah di dalam buku 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa 

Memperbolehkan terkait penerapan denda di Bank Syariah, Hal ini 

dijelaskan dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam 

pasal 36 dan 38, bahwa sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang 

ingkar janji, dan apabila karena kesalahannya sendiri, juga dapat 

dijatuhi sanksi. Namun pada prakteknya di PT. BPRS Dana Moneter 

Cabang Palopo penerapan denda digunakan hanya kepada 

debitur/nasabah yang mampu membayar tetapi sengaja menunda-

nunda pembayaran. Dan denda tersebut juga tidak sama sekali 

dimasukkan kedalam jumlah angsuran debitur/nasabah dikarenakan hal 

tersebut dijadikan sebagai ancaman agar nasabah yang bermasalah bisa 

jera. 
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B. Saran 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, kita dapati bahwa ta’zir 

dapat diberlakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda 

pembayaran. Oleh karena itu mutu Syariah tercapai, maka nasabah harus tertib 

membayar angsuranya seperti yang diperjanjikan dalam akad. Sehingga bank 

bisa tetap konsisten menjaga menjaga mutu Syariah.  

Adapun agar mutu Syariah terjamin dengan tidak membebankan ta’zir 

berupa pembebanan sejumlah uang denda, maka sesuai  syariat sanksi tersebut 

hanya bisa berupa  penjara dan pencemaran nama baik. Sanksi yang diperlukan 

dalam islam , namun perlu dikembangkan Kembali. Harapan penulis, sanksi 

selain berupa pembebanan sejumlah uang dikembangkan sedemikian rupa. 

Supaya tidak terjadi tmasalah nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan 

di tuangkan Kembali dalam penjamin Syariah seperti Fatwa DSN-MUI. 

Adapun Hal untuk PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, semoga dapat 

menjaga tetap utuh rasa kekeluargaan dalam lingkup pekerjaan dan 

kedepannya bisa makin maju dan berkembang, tetap menjaga utuh mutu 

Syariah di Kantor Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo.
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